~ PROSPEK PEMILU 1997 DALAM -
PERS?EK’NF PERKEMBANGAN BEM@KR&SE
R PANCASILA DI END@NESEA k

Oleh All Mustofa 3. H *)

Pendaﬁumm

miaksanakaﬁkekuasaan yang bar—_

sumber dam rakyat (the ruie of .the
peopie) yang di dalam demokmsz
modern dﬂakukan ‘melalui wakﬁ-

wakﬂ yang dzpﬂzh secara. langsumz,

untu}c memalankan kekuasaan pe-
mermtahan negara, tersebut Pemilu

bukan semata -mata berkaztan dengan.

pembentukan iegmmasa demokrank

di dalam negeri, melamkan Jjuga pen-

tmg untuk . membentuk citra peme-
rmtahAn dan . negara tersebut di. luar
negen -

Ketika Perang Duma IT berakhir

dimenangkan negara-negara demo--

krasi, setiap negara baru yang lahir
setelah perang senantiasa mengang-
gap penyelenggaraan pemtlihan
umum sebagai suatu hal yang harus
segera dilaksanakan. Hal ini dilaku-
kan terutama untuk menarik simpati
negara-negara yang Imenang perang
tersebut. Bahkan setiap pergeseran
kekuasaan melalui kndeta sekalipun,

) Penulis adalah Training Advisor ProLH/GTZ,
Alumnus Hukem Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin.

-penguasa bam pelaku dam kudeta

Eersebut senantmsa maz‘gam;kan
dmdakannya pemmmn umum._ "kan-
tetapi dmgaa peiaksanaan Femiiu
tidak. dengan sendmnya bisa chgacﬁw

- kantolok: ukuz bahm mgafa tersebut.

menganut s;stem demokrasi.. Bebe~
rapa negara melaksanakan . Pe'nﬂu
secara berkala namun sesungguhqya
ia ﬁdakmempunym demokrasi, karena
Pemilo hanya dijadikan sabafra_l_ sa-
rana legitimasi, untuk kelanjutan re
zim yang Sedang ber}\uasa Baga1-
mana di Indonesia ?

~Kalau kita menyimak beberapa
rangkaian pasal-pasal dalam Undang
Undang Dasar 1945, maka dapat’di-
peroleh gambaran bahwa negara RI
yang diproklamasikan tanggal 17
Agustus 1945, menganut ajaran ke-
daulatan rakyat dan sistem demo-
krasi. Indonesia sebagai negara
demokrasi, dalam memenuhi.tun-
tutan demokrasi itu telah melaksana-
kan beberapa kali pemilihan umum
dengan tema pelaksanaan yang sama,
Untuk pertama kalinya dilaksanakan
pemilihan umum tahun 1953, di-
bawah Undang Undang Dasar 1950
vang menghasilkan 272 orang wakil,
Namun demikian DPR pada masa itn
disebut sebagai lembaga yang benar-

‘benar berada pada posisi liberal.



Pada masa Orde Baru, secara ter-
atur telah diadakan pemilihan uinum

yaitu pada tanggal 3 juli 1971, pada

tanggal 2 Mei 1977, tanggal 4 Mei
1982, kemudian bulan Juli tahun 1987,
Pemilu kelima pada masa Orde Bam
dilaksanakan tanggal 2 Juli 1992
yang ‘baru 1alu. Pemilihan yang- di-
selenggatakam pada tahun 1992 yang
Ialy menwandunv makna yang stra-
' tegzs karena pemilu tersebut merupa-
kan pemilu terakhir dalam Pem-

““bangunan Jangka Panjang 25 tahiin

tahiap pertama, Meskipun Pemilu telah
berulang kali dilaksanakan di Indo-
nesia, baik pada masa Orde Lama mau-
pun pada masa Orde Baru, namun
pertanyaan yang selalu muncul ada-
lah apakah pemilihan umum yang
kita ‘laksanakan selama ini-telah
dilaksanakan dengan bebas dan jujur
(free and fair election), sehingga
Pemilu di Indonesia bisa dikatakan
sebagai sarana untuk mewujudkan
demokrasi Pancasila 7 Bagaimana
prospek perkembangan demokrasi di
Indonesia dalam perspektif Pemilu
Tahun 1997 mendatang 7

Relevansi Pemilihan Umum Yang
“Luber” Dan “Jurdil” Dalam Per-
kembangan Demokrasi Pancasila
Di Indonesia

Abraham Lincoln, Presiden
Amerika Serikat yang cukup mashur
pernah mengemukakan bahwa pe-
merintahan demokrasi adalah suato
pemeriniahan dari,
rakyat. Sehubungan dengan pernya-
taan Lincoln ni, dapatlah disimpul-

oleh dan untuk -

kan ‘bahwa rakyat adalah sebagai
pemegang peranan atau dengan kata
lain rakyat sebagai pemegang ke-
daulatan yang tertinggi, sedangkan
kedaulatan biasa, diartikan dengan
kekuasgaan,

Akan tetapi yang perlu dipahami,
kendatipun dengan sistem ini rakyat
sebagax pemegang %:edatﬂatan ke~
kuasaan tertinggi, namun daiam'
penyelenggaraan kekuasaannya itu
dapat dengan cara diwakilkan Ke-
pada beberapa orang tertentu yang
atas dasar pemilihan dan dengan
dipercayai oleh rakyat membawa
aspirasi dan suara hati nuraninya.
Cara rakyat mewakilkan dalam me-
laksanakan' kekuasaan atau Kke-
daulatannya kepada orang-orang
tertentu ity ‘dalam hukum keta{a-:
negaraan disebut deéngan sistem de-’
mokrasi tidak langsung. Dan dengan
cara demikian berarti harus ada lem-
baga perwakﬂan rakyat Sedangkan'
mengenai cara bagaimana supaya
wakil-wakil rakyat tersebut bisa du-
duk di lembaga perwakilan rakyat
adalah melalui suatu peristiwa yang
disebut dengan pemilihan umum,

Di Indonesia, Pemilu adalah
sebagal sarana pelaksanaan asas
kedaulatan rakyai. Pemilu yang di-
taksanakan berdasarkan demokrasi
Pancasila dengan mengadakan pe-
mungutan suarz secara langsung,
umum, beabs dan rahasia, adalah
untuk memilih anggota DPR sekali-
gus mengisi Xsanggotaan MPR.,

Jadi, diadakannya pemilu tidak



semata-mata untuk memilih wakil-
wakil. rakyat. duduk dalam lembaga

permusyawaratan/pexwakzlan sa}a_

dan juga udak untuk meimhh wakil-

wakil un&uk menyusun neoara barL'

dengan dasar falsafah negara baru
tetap uatpemlhhan wakil-wakil rak-
yat oleh rakyat yang: membawakan
suara_hatz nurani: rakyat da‘iam me:~

kaﬁ dan ricngemb&ngkan kemerdeka-
an’ negm’a ‘kesatuan RI hersumber

- -pa.(ia pmklamam 17 Agustus 1945 .

guna “mementhi dan mengembang
Amanm Pendemaan ‘Rakyat, -

Pexmhhan umum dengan dezm~

klan merupakan . suaty _aiat_y_ang_

penggunaannya tidak boleh meng-
akibatkan ‘rusaknya sendi-sendi
demokrasi dan babkan menimbulkan
hal-hai yang mendentakan rakyat te-'
tapx ha.rus menjamm suksesnya pet-
jnangan Orde Baru yaitu tetap tegak—
nya Pancasila dan dzpertahankannya_
Undang Unciang Dasar 1945,

Dan uraian yang dzkemukakan dx
atas jelaslah bahwa tujuan utama dari
Pemilu menurut Undang-Undang
Pemilu adalah :

a) memilih wakil-wakil rakyat
untuk doduk dalam lembaga
permusyawaratan/perwakilan.

b) ‘memilih wakil-wakil rakyat yang
- akan mempertahankan tegak
berdirinya Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

¢}  memilih wakil-walkil rakyat yang
akan memperiahankan dasar fai-
safah negara RI yaitu Pancasila.

‘perjuzangan’ memperﬁahan— :

d) memilih wakil-wakil rakyat yang
: benar benar. membawakan isi’
“hati nurani rakyat dalam me-

lanjutkan perjuangan mempep
. tahankan dan mengembangkan'

Kemerciekaan Negara Kesatu:m
RL

Sedangkan tungsx danpada menlu'
adalah “sebagai alat demoéqasa yzmg-
dlﬁunazcan untuk: ;

a. -'-memperahankan dan mengem—
..-bangkan- sendi-sendi: demokmsz.
di Indonesia. g
b, mencapai suatu masyarakat vang
adil dan makmur berdasarkan
Pancasila (keadilan sosial<bagi
~gelureh ‘rakyat “Indonesia}. =o -
‘menjamin suksesnya perjuangan
Orde Baru, yaitu tetap tegaknya
‘Pancasila dan dipertahankannya
Undang-Undang Dasar 1945,

Apa'yang dikemukakan di atas
sesungguhnya sejalan déengan hasil
seminar para ahli hukum di Bangkok
tahun 1965, dan acuannya ‘tetap
dipegang seria tetap relevan sampal
sekarang ini, dikemukakan ada pokok
kriteria apakah suatu negara itu Iayak
disebut sebagai negara demokrasi
atau tidak. Keenam pokok kriteria: 1tu
adalah : i

a. Perlindungan konsntnsmnal
‘dalam arti bahwa konstitusi, se-
lain dari menjamin hak- hak
individu juga harus menentukan
pula cara prosedural untuk
memperoleh perlindungan atas
hak-hak yang dijamin.

o



b. Badan kéhakiman yang bebas

dan ndak memxhak (independent
~ and impartial tribunals).

C. Peimhhan ‘umum yang bebas.

d. 'Kebebasan untuk menyatakan
pendapat.

¢. Kebebasan untuk berserikat, ber-
organisai ‘dan beroposisi.

f. -Pendidikan kewatganegaraan
(civics education). o

Dari keenam kriteria yang bersifat
limitatif ity, jelas kiranya bahwa pe-
Iaksanaan Pemilu yang bebas adalah
salah satn syarat yang harus dipenuhi
agar suatu negara dapat dikua-
lifikasikan sebagai negara demo-
krasi. Sejalan dengan hal tersebut,
Pemilu yang dilaksanakan di Indo-
nesia senantiasa menggunakan asas
Luber. Yaitu langsung, umum, bebas
dan rahasia.

Asas langsung, bahwa rakyat
pemilih mempunyai hak untuk secara
langsung memberikan suaranya,
menurut suara hati nuraninya tanpa
perantara pihak lain.

Umum, bahwa pada dasarnya
semua warga negara yang memenuhi
syarat minimal dalam usia 17 tahun
atau telah kawin, berhak untuk me-
milih. Sedangkan bagi mereka yang
telah berusia 21 tahun berhak untuk
dipilih. jadi pemiliban yang bersifat
umum ini, artinya adalah bahwa siapa
saja yang dapat memenuhi basik
sebagaimana disebutkan berhak ikut
dalam pelaksanaan pemilihan umum,

Bebas, bahwa setiap warga ne-
gara yang berhak menmilih, dalam me-

nggupakan hak pilihnya itn maka
haknyaakanbena&bena:dgammunmk

" melaksanakan haknya tampa adanya

paksaan,iekanan dari pihak manapun'
serta dengan upaya apapun.

Rahasia, bahwa para penuhh
tersebut dijamin oleh peraturan, tidak
akan diketzhui oleh fihak manapun
dengan jalan apapun, siapapon yang
dipilihnya, pemilih. memberikan
pilihan pada surat suara dengan tidak
diketahui oleb orang lain, dan dengan
jalan apapun, siapapun yang dipilib-
nya, pemilih memberikan pilihan
pada surai suara dengan tidak dike-
tahui oleh orang lain kepada sgapa
suaranya diberikan.

Dicantumkannya asas dalam se-
tiap pelaksanaan Pemilu ini tentu saja
dimaksudkan agar Pemilu itu sendiri
dapat berlangsung dengan tertib, aman,
lancar sesuai dengan yang diharap-
kan. Walaupun asas “Luber” inihanya
berpusat pada proses-proses formal
Pemilu, namun di Indonesia penye-
lenggarzan terhadap asas-asas ini di-
nilai masih sering terjadi. Adalah Al-
exander Irwan dan Edriana (Jawa
Pos, Okiober 1995), dalam studinya
melaporkan bahwa pelanggaran asas
Luber meliputi peristiwa-peristiwa
pelanggaran hak kampanye, intimi-
dasi terhadap warga Parpol, pelang-
garan terhadap saksi Parpol, pe-

langgaran dalam pemungutan dan

penghitungan suara sampai keben-
tuk-bentuk pemerasan yang dilaku-
kan untuk dana kampanye, dengan
pelaku-pelaku yang bervariasi seperti



aparat keamanan, birokrasi peme-

rintahan; badan-badan penyelengga-

raan Pemﬂu, bzhkan direktur rumah
sakit. - e

Slfat dan }uasnya pe}anggaran
asas Luber je}as tidak-hanya berkai-
tan’ dengan eplszode episiode daiam
proses forma] Pemllu tetapi’ juga

tahap sebeiumnya Yaitu mulai pe--

nyusunan amran yang cendérung

mengandung “bias birokratik” sampm'
ke situasi dan pollcy yang me-_

mungiﬂnkan adanya periakuan pern
iakuan d1s}mmmatlf terhadap or-
ganisasi peserta pemilihan umum
(OPP). Sebagai contoh adalah keja-
dian dikosongkannya wakil unsur
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
dalam Panitia Pemilihan Daerah

(PPD) Tingkat 1 Jatim, merupakan

bentuk-bentuk awal pelanggaran
asas-asas Pemilu yang nondiskrimi-
natif dan penyimpangan pohcy nasio-
nal tentang Pemilu yang demokratik.
Dalam hubungannya dengan itu
wajar kalau sejumlah wakil rakyat di
DPR dan pengamat politik berpen~
dapat bahwa keabsahan Pemilu di-
ragukan jika kekosongan wakil PDI
yang sah di PPD I Jatim terus ber-
langsung. Masalah penegakan asas-
asas -Pemilu yang tidak sekedar
“Luber” melainkan mencakup asas-
asas standar dalam pemilu demo-
kratik itulah yang mendorong pei-
nyataan-pernyataan Parpol agar di-
tambahkan asas “jujur dan adil” guna
mencegah adanya periakuan-perla-
kuan selektif yang menguntungkan
organisagi peserta Pemilu ierteniu.

.. Di samping iiu, kenyataan masib
berlangsungnya -pelanggaran. asas
Pemilu demokratik -tampat meng-
kondisikan pula tumbuhnya, gagasan

.untuk membentuk lembaga indepen-

den pemantau pemilu. )i negara-ne-
gara lain, seperti-Philipina, Chili,
negara-negara Eropa Timur, Afrika
Selatan dan yang lainnya, gagasan
demikian bukan gagasan yang asing.
Di Thailand misalnya, menjelang
Pemilu tahun 1992, talah didirikan
Pollwarch.sebagai-badan mandiri
yang disponsori oleh pemerintah dan
mempunyai mandat bergerak di se-
luruh negara. Di Indonesia icecen—
derungan ke arah ini mulai terhhat
menjelang Pemilu 1997 yang akan
datang. Namun lembaga pemantau
pemilu di Indonesia yang sering di-
sebut dengan KPPl (Komite Peng-
awas Pemilu Independen) ini me-
nuruf Ketua Umum Golkar Bung
I—Iarmoko dianggap inkonstitusional.
Aiasannya hal itu bertentangan deng—
an UU Pemilu, Bung Harmoko wajar
mengemukakan pendapat tersebut
selain memang secara tersurat masa-
1ah itn tidak diatur secara tegas, }ug&
karena mencuatnya kelohan ke-
tldakberesan palaksanaan Pemilu
hamp1r selumhnya dituju;ian kepada
Golkar, OPP yang dlpzmpmnya

MNamun sesungguhnya, udak
dengan seria meria kalau tidak ada
aturan main lantas dianggap in-
konstitusional (tidak sesuai dengan
konstitusi). Sesuai atau tidaknya deng-
an konstitusi, dibutuhkan pengkajian
mendalam. Secara yuridis berkait de-



ngan mekanisme pemilu - Panwaslak
adalah ‘lembaga teknis ‘dengan tugas

serta'kewenangan yang diatur secara |

teknis ‘pula. Jika memang dinilai
tidak ‘efektif” bisa dmpayakan lem-
baga ieknis lain ‘yang lebih 'sesuai
dengan perkembangan keadaan,
Apabila kita mencermati teknis

pelaksanaan Pemilu tahun 1992 yang
lalu, harus diakui masih banyak mun--
cul i«:eiahan Khususny'% dari kalang-

an di luar Golkar karena adanya

tingaKan vang-fday SBFQPSUE}& ‘dari

oknirm aparat pelaksana. Kendatipun
banyak ‘muncul keluhan, bérbagal
Dala'wgamn it diperhalus, sehingga

skxpun sebenamya bisa dikuali-
fikasikan sebagai tindak pidana Pe-
milu, tetapi ‘tidak dimunculkan
dalam format- demikian.

- Kalaupun ada kasus-kasus kecil,
lebih, cenderung diselesaikan lewat
Jaiur musyawarah antar berbagai pi-
hak yang merasa terlibat. Jika aturan
hukum yang harus dlgunakan maka
hu_}gu_m_ positif yang berlaku (seperti
pengrusakan barang, fasilitas umum
dan sebagainya) yang dikenakan, Jadi
bukan delik Pemilu. Di sinilah pesta
demokrasi lebih mengedepan seba-
gai sebuah arena politis yang karena
i penyelesa;annya pun secara po-
litis pula. Sementara penyelesaian
melalui jalur hukum dinilai tidak
efektif karena pasti membutuhkan
waktu panjang dan akan membawa
dampak Juas.

Berdasarkan hal di atas, diben-
tuknya RPPI bukan merupakan jalan

keluvar untuk menyelesaikan terjadi-.
nya penyimpangan-penyimpangan
dalam pelaksanaan Pemilu. Persoal-
an yang muncul adalah bahwa kita
belum memiliki satu lembaga inde-
penden yang kuat. Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) sebagai altemamf
pengawas belum memiliki akses_
vang kuat, baik akses ke bawah (ke

: masyamkat) maupun ke atas, Bahkan

akses ke atas sering dlpandang seba-
gai. outsider. Persoalan lain adalah
menyangkut tindak lanjut dari hasi}
kerja KPPI (seandainya lembaga itu
diadakan). Dari temuan KPPI sudah
semestinya ditindakianjuti. Bezda-
sarkan romusan tindak Pemilu, itu
berarti tetap akan ditangani oleh
aparat yang sama. Dengan beranjak
pada saiu tesis bahwa Pemilu vang
luber dan jurdil it menyangkut tidak
semata-mata ditemukannya kecu-
rangan tetapi juga bagaimana me-
nindaklanjutinya, kehadiran lem~
baga tersebut tidak akan menyelesai-
kan masalah. Keberadaannya baru
sampai kepada proses tanpa ada tin-
dak lanjutnya yang tuntas,

Idealnya lembaga pengawas
Pemilu tersebut juga inklusif dengan
upaya menindaklanjutinya sehingga
tujuan dicantumkannya delik Pernilu
tidak berhenti pada proses semata.
Dengan beberapa argumentasi di atas,
akan bijaksana kiranya jika dikemu-
kakan bahwa yang paling penting
sebenarnya adalah bagaimana me-
nyempurnakan mekanisme peng-
awasan yang sudah ada. Kalaupun
misalnya Panwaslak dinilai sebagai



“b;ang penyebab” karena tidak efektif

maka ‘hendakaya ‘dilokalisir. ‘dengan
ml_s_alny_a_ ‘menambah unsur “paru,
kalau 'm‘emang Citw 'dibut'uhkan

yang dudui«: di dalamnya benar»benar :
mumpum Im akan lebih efekrif dan-
efisien“serta mencapai sasaran dari-

pada” me‘iah;rkan lembaga baru },ang

88Lara yundzs tidak'ada iegahtaspya _

S_emen;ara_ .daﬂ___seﬁi pqhtx_s ‘hanya
akan menciptakan bias permasalahan
- yang: bisa’ jadl akan'menjauhkan dari

kemgzmn peiaksanaan Pemﬁu se—'

cara Iaber dan’ jurdﬁ
Pmspek Pemﬁu 1997 Daiam

E’erspektnf Perkembangan Demo-

krass Pancasnia Dn iﬁdnaesm

Scbagaxmana telah disinggung
pada bagian awal fulisan ini, bahwa
sebagai wujud pelaksanaan demo-
krasi, Indonesia-telah bebarapa kali
melaksanakan Pemilu, Terkahir ada-
lah‘Pemilu-yang dilaksanakan tahun
1992 yang lalu. Salah satu perbedaan
pokok antara Pemilu pertama tahun
1955 dengan Pemilu yang dilaksana-
kan sesudahnya adalah mengenai
kaitannya dengan struktur kekua-
saan, Pemilu tahun 1955 menyedia-
kan kemungkman berlangsungnya
perubahan struktur kekuasaan dalam
artian pergantian penguasa diantara
para kontestan. Kontestan atau para
kontestan yang memperoleh suara
terbanyak akan keluar sebagai pe-
megang kekuasaan pemerintahan,
Tidaklah demikian halnya dengan
Pemilu yang dilaksanakan pada

masa-masa berikutnya yaitu. pada
masa Orde:Baru. Pemilu pada masa
Orde Baru cenderung mengarah pada’
upaya’ umtuk . memelihara ‘struktur

.kekuasaan -yang ‘sudah mMAapag.

Penyelenggaraan Pemilu: pada masa
Orde Baru tidak semata-mata dilihat
sebagai. manifestasi cita-cita demo-
krasi tetapi lebih mengesankan pada
Lpaya untuk memperfahankan:struk-
tur-yang ada. Hal ini dapat: Ima Tihat
sejak peiaksanaan ‘Pemilu. periama

. zaman Orde Barn tabhun 1971, Dalam

penyelenggaraan Pemila Tahun 1971
nampzk jelas bahwa pagasan yang
mendasarinya bukanlah semata-mata
cita-cita demokrasi itu. Bukiinya
dapat kita baca tulisan almarhum Ali
Murtopo sebagai berikut : “Dengan
demikian, menjadi ielas bahwa
dalam masyarakat Indonesia dewasa
ni, di mana pemerintah bertang-
gungjawab sepenuhnys atas per-
kembangan masyarakat, Pemilu di-
selenggarakan pemermtah dengap
tujuan. S

a, ‘mem:;ptakan kemantapan dan
stabilitas politik

b. perombakan strukiur pohti}«.
dengan pengakuan bagi Golkar

¢. menciptakan mekanisme dan
infastruktur politik yang dapat
bekerjasama dengan pemerintah
dalam melansir usaha-usaha
pembangunan.

d. membangkitkan kesadaran de-
mokrasi rakyat banyak (Straiegi
Politik Nasional, 1974).



: --.Léngkah. yang: ditempuh oleh
Orde Baru ini kiranya dapat dipahami
karena diilhami oleh keadaan kacau

balav pada masa Orde Lama. Penera-.
pan‘demokrasi. konsiitusional ‘dan:
demokrasi- terpimpin pada masa lalu
telah ‘menimbulkan keadaan ‘chaos:

{kacau ‘palau) di mdang politk,
Pengalaman pahif inj tentu saja akan

menghambat jalannya pembangunan-

~ karena'tizdanya ‘stabilitas. politik.

Sebab itu-Orde Barn ‘lahir dengan.
tekad-uniuk tidak mengulangi peris- -

tiwa yang teriadi pada masa Orde
Lama tersebut. Usaha yang ditem-
puir Orde Baru itu antara lain dengan
jalan -menciptakan stabilitas yang
kuat dan untuk menciptakan stabili-

tas yang kuat imi-antara lain ditem--

puh dengan upaya pelembagaan po-
litik. Kini partisipasi politik masya-
rakai disalurkan melalui lembaga-
fembaga politik yang sudah disedia-
kan seperti partai, Golkar dan DPR.
Di samping ite juga ditempuh lang-

kah kebijaksanaan seperti penyeder--

hanaan pariai yang boleh ikut dalam
Pemilu menjadi hanya dua partai
politik dan satu golongan karya dan
sebagainya.

Sunggehpun demikian sekurang-
kurangnya ada dua aspek dari model
pelembagaan seperii itu yang masih
harus dikembangkan. Pertama, ada-
lah penyeimbangan pelembagaan
yvang berorientasi pada strukior de-
ngan pelembagaan yang berorientasi
pada proses politik., Kelihatannya
pelembagaan politik selama ini lebih
menekankan pada segi strukiur dari

pada proses, Demikianiah ﬂzsairiya
dengan penyederhanaan partai dan
organisasi-organisasi lainnva. Pola-
proses .di dalam dan di amtara Jem--
baga-lembaga vang sudah ditata ter-
sebut-hampir tidak mengalami pe-.
rubahan jika dibandingkan dengan-
masa sghelum penataan. Pelembaga-
an yang.tidak berimbang - tersebut’
nampaknya-membawa. haml yang:
bersifat semu-dan.terbatas, -Seakan-
akan sudah’ t@rgad_ peiembagaan it

5%

‘tapi. bary strukturnya. Belembagagn.

baru bersifat lahiriah-dan belum
sampai kepada substansi, Tethadap,
pelembagaan seperti itu masyarakat
poim’»«: menamukan sﬂcap cendmna
menﬁhendaia perbaikan lebih lanj L

Ada pula sabagzan masyarakat yang
meragukan keberadaan lembaga itu
sendiri sehingga mereka mengambil
jarak terhadap proses politik. Aksi-
aksi kecurigaan terhadap elite pariai,
petisi-petisi-dan sikap-sikap kecuri--
gaan terhadap pemberian suara
dalam Pemilu merupakan indikasi
dari-gejala  tersebut. E

Di samptng itu terjadl kecen-
derungm politik yang semamn elitis,
Yang mengakibatkan part;s;pasr
masyarakat luas kurang mendapat-
kan tempat yang sewajarnya sehing-
ga keyakinan terhadap ﬁclembagaanw
nya semakin mengecil. Lembaga-
lembaga yang ada dianggap tidak
mampu menjadi saluran efekiif untuk
mengemukakan aspirasi masyarakat,
Fenomena demikian pada akhirnya
akan melahirkan sikap kurang kon-
dusif di lingkungan massa pemilih



terhadap Pemilu mendatang. Karena.

~ pemilu lebih cenderung menjadisa-
rang untuk-menjaga dan memelihara
stabilitas. -politik.:Pemilu, ‘hanya
d;anggan sebaga; proses’ pemberian
dukungan kepada struktur pohuk
yang sudah.mapan;:. ERTY

Kalau k;ta mahhat ke depan ga—j

gaszm yang mendasm pela’-{sanaan

Pemilu”1997 yang akan datang
nampaknya tidak akan jauh berbeda

dari premise-premise. yang dikemua-

- kan:dizatas: Stabilitas; Golkar; kegja- -
sama -pembangunan - dengan -peme- -

rintah, di. samping demokratisast,
tentulah  akan dilihat .pemerintah,
sebagai penyelenggara Pemilu, se-
bagai barang :mahal yang-harus

dipertahankan, -Sejauh ‘semua per- -

syaratan tersebut -ditentukan defi-

nisinya. oleh pemeriniah, kampanye -
dan.semua hal yang.berkaitan deng--
an- Pemilu tampaknya akan berada .

di bawah. pengawasan ketat - peme—
rintah, :

" Sejauh ind teiah dztekankan bah-
wa kampanye Pemilu merupakan
arena ‘penyampaian ‘gagasan yang
bersifat mendidik. Ditentukan bab-
wa tema dan materi kampanye harus
merupakan-program-organisasi yang
berhobungan dengan pembangunan
nasional dalam rangka pengamalan
Pancasila dan pemantapan Pancasila
sebagal -satu-satunya asas dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Sebaliknya, dilarang
antara lain mengadakan -segala ke-
giatan berupa tindakan, ncapan, tulis-
an, gambar dan lukisan vang dapat

memberikan kesan kepada orang
banyak bahwa kegiatan tersebut
dapat -dirasakan . mengandung - mak—
sud mengadakan. sesuatu/pemlaian

. dap/atau -memperkecil . serta mere-

mehkan: kebijaksanaan pemeriniah,
pejabat: sipil maupun ABRI dan dm
pemr&ncan ‘pejabat.:

_ Adanya berbagm micam rambu
yang d;tenap}«‘aﬁ Lezssbut
akzba&an p@iaksanaan Kampanye”
menguiamar_an ‘gagasan-Zagasan

'absirak; VAng: tidak. secara. lanﬁsung :

men ggambarkzm szmas; sosial pohﬁk
yang dihadapi mauan iindakan-
tindakan yang telah dan ‘akan dﬂakum
kan orgamsasx peseﬁ:a Pemilu. Pemilu
tidak menjach sarana pertanggang-'
3awaban politik pama pohtak dan
goloncan karya: kapada Demmh
sebagai pemegang kedaulatan. Bah-
kan rakyai pemﬂxh chjadikan seba—
gai objek politik (bukan’ dmaikkan_
derajatnya sebagai subjek) yang
pokoknya harus memilin. OPP yang
tersedia. Timbul kesan bahwa: kam-
panye Pemilu tampaknya memang
tidak harus dikaitkan dengan’hasil
kerja Parpol dan Golkar sebelumdan
setelah Pemilu, karena pekerjaan Par-
pol dan Golkar m{amang hanya pe—
milu itu. :

Pelibatan mkya‘c temmma dalam
bentuk kampanye Pemilu selaiu di-
wanti-wanti karena ada anggapan
bahwa massa akan cenderung ber-
sifat ‘emosional, bahkan barmg@s
Pada setiap kal mryeienggaraaan
Pemilu ada kecendernmngan unfuk



makin mereduksi ‘peran massa.
Emosi dan massa ‘sebenarnya me-
mpakan bagian yang sah-dalam ke-
giatan® politik; ‘Bukankah ‘politik
memang berarti kebersamaan ? Emosi
sebenarnya tidaklah selalu jelek, ka-
rena kepekaan terhadap beberapa

- persoalan seringkali: lebih ‘berasal’

dari perasaan ketimbang darxpada
perhltungan dan. perencanaan. - De-

mikianiah ‘pula’ e}{presz kelompok:

aiau massa yang sermg berbeda deng-

~an. ekspresz individual, klranya Sah.

- pula untuk memperoleh penyaluran.
Dalam suatu masyarakai yang indivi-
du~1nd1v1du di dalamnya masth “iren”
untulk secara individual mengutara-
kan pe_rsoalan—persoalan yang mereka
hadapi (karena takut salah, disalah-
kan atau dianggap menyimpang),
kelompok atau massa akan menjadi
saluran yang baik untuk meng-
ekspmszkan kepenun an dan/atau
perasaan kp_l_ektlf_ _

- ‘Pemberian hak pilih individual
mengesankan masyarakat atau bang-
sa semata-mata sebagai kumpulan
individu, sementara sering ditekan-
kan kita hendak membangun bangsa
yang tidak mendahulukan prinsip-
prinsip individu di depan kebersa-
maan. Memang masih dapat diper-
debatkan makna kebersamaan dalam
masyarakat mejemuk macam Indo-
nesia ini. Tetapi kalau pemilu di-
maksudkan sebagai pembentukan
perwakilan politik dan kampanye
sebagai upaya untuk meraup suara
pemilih sebanyak-banyaknya, tentu-
1ah perlu mendengarkan suara pe-

milib bukan sebagai individu- se:
mata-mata dibilik TPS, melainkan
juga yang:tersalur ‘melalni’ suata
massa kolektif. Suara yang sulit ter-
dengar ketika pemegang kedaulatan
itu' teratomisasi sebagai individu,
meskipun berhadapan . dengan tele-
visi atau surat kabar di rumah, Me-
milih bukan semata-mata perilaku
mstrumental melaznkan juga. eks-:
pr631f o : »

Di tengah arus kemgman kuat
untuk® meningkatkan keterbukaan’
politik sekarang ini, meskipun W aki}
Presiden Try Soetrisnc mulai curiga
pada penggunaannya sebagai kedok
oramg yang tidak bertanggungjawab,
kampanye Pemilu 1997 mendatang ki-
ranya dapat dilihat sebagai batu ujian
umum keterbukaan politik tersebut.
Sekiranya diakui bahwa rakyat seba-
gai pemegang kedaulatan, pelaksana

‘pembangunan yang penting, sekali-

gus penerima pertanggungjawaban
pelaksana pemerintahan dan pem-
bangunan, maka sepantasnya mereka
mempercleh informasi dan kesem-
patan seluas-luasnya berkomunikasi
dengan kekuatan-kekuatan politik
uiama, yang langsung maupun tidak
langsung akan membentuk dan me-
nyelenggarakan pemerintahan pem-
bangunan. Sayangnya OPP yang ada
sering kurang diyakini sebagai kekua-
tan politik yang utama. Kendatipun
begitu, kita tetap berharap kampanye
dan penyelenggaraan Pemilu dapat
mewujudkan kegairahan berderno-
krasi yang terus meningkat mutunya.
Peningkatan mutu itu terutama dapat



ditilik dari dua aspek paimg esensial

dalam 1kémdﬂpan politik yaitu selek-
si tegoh dan seleksi pzogram kebijak-
an, Keduai!ya tidak dapat’ dipisah-

kan karena perbuatan dan . pelaksa-

naan Program - -memeriukan  iokoh-
tokoh. ~Kualitas hasil bazangkah
dapaL diketanm ‘SeCara terbuka bila
dimungkinkan melakukan pemban-
dingan-pembandingan,

an- pﬂxhan yang telah dﬂakui«:m

sebelumnya. Dan pembandmga"z_
demikian ini berarti pelaksanaan’

kontrol, memeliharz, meningkatkan
maupun mungkin revisi terhadap
hasil-hasil sebelumnya. Presiden
Soeharto bahkan pernah memberikan
kesempatan penggunaan kampanye
pemilu sebagai sarana menilai dan
mengawasi kerja Presiden, disam-
ping pengawasan oleh MPR dan
DPR. Dalam pidato kenegaraan tang-
gal 15 Agustus 1974 itu, presiden an-
tara lain menyatakan :

“Waktu penilaian ini bahkan
dapat dimulai pada waktu “kam-
pany” pemilihan umum untuk me-
milih wakil-wakil rakyat di DPR dan
MPR yang akan datang. Di situ, ca-
lon-calon Presiden atan golongan-
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